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PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat
dengan Keputusan DPRD Nomor 30 Tahun 2007, tanggal 29
Agustus 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2007 Seri A
Tanggal 19 Desember 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Peclaksanaan Peraturan Daerah Nomor
28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
: Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang — undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2005 Nomor 108, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Perpindahan Ibukota Kabupaten Langkat dari Binjai ke
Stabat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai,
Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati I Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

il. Peraturaq Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrsh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan -Kincxja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Laﬂt))ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tabun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29
TAHUN 2007 TENTANG POKOK - POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Menghunjuk Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Langkat
sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pasal 2
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang Tehnis

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 diatur dan
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan yang
bertentangan atau tidak scsuai dengan Peraturan ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.
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(2) Peraturan ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkandi :Stabat.
pada tanggal : 17 Maret 2008

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 17 Maret 2008
PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 22
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